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Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD).  Indonesia
saat ini menempati peringkat ke 7 dunia dan ke 2 ASEAN dengan angka perkawinan anak tertingg.
Hal ini tentunya berdampak terbadap angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks
Kedalaman Kemiskinan. Ponorogo adalah salah satu kota yang menyumbang angka perkawinan anak.
Salah satn cara yang bisa dilakunkan untuk menekan angka perkawinan anak adalah dengan
melakukan penyuluhan hukum ntamanya kepada anak usia sekolah. Akademisi LAIN Ponorogo dan
LAIRM Ponorogo bekerjasama dengan LKSA Al-lkblas mengadakan penyuluban hukum tentang
bahaya perkawinan anak dalam berbagai perspektif. Penynluban yang disampaikan meliputi materi
perkawinan anak perspektif hukum positif; perkawinan anak dalam perspektif maqashidu syariah; dan
dampak perkawinan anak dari sesi psikologis. Dibadiri oleh 40 anak asub di I.KSA Al-Ikblas,
pemyuluhan berjalan dengan lancar dan diakbiri dengan penyampaian komitmen bersama antara
pendamping, anak asub, dan selurub peserta penyuluban untuk menolak perkawinan anak serta tegas
menolak jika ada pihak_yang memaksa untuk menikabkan.

Kata Kunci: Perkawinan Anak, Penyuluban Hukum, Ponorogo

Abstract

Indonesia is currently ranked 7th in the world and 2nd in ASEAN with the highest child marriage rate.

This certainly has an impact on the Human Development Index (IPM) and Poverty Depth Index.

Ponorogo is one of the cities that contributes to the number of child marriages. One way that can be done
to reduce the number of child marriages is to conduct legal counseling, especially for school-age children.

Academics from LAIN Ponorogo and LAIRN Ponorogo in collaboration with 1.KSA Al-Ikblas held
legal counseling about the dangers of child marriage from various perspectives. Counseling that was delivered
included material on child marriage from a positive legal perspective; child marriage in the perspective of
maqashidu sharia; and the impact of child marriage from psychological sessions. Attended by 40 foster
children at 1.KSA Al-Lkblas, the counseling ran smoothly and ended with the delivery of a joint
commtment between the companion, foster children, and all counseling participants to reject child marriage
and firmly refuse if someone forces them to marry.

Keywords: child marriage, legal counselling, Ponorogo
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PENDAHULUAN

Menurut Press Release yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Indonesia saat ini menempati
peringkat ke 7 dunia dan ke 2 ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi
(KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERIINDUNGAN
ANAK, n.d.). Hal ini tentunya berdampak terhadap angka Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Pada tahun 2018 di Indonesia, 1 dari 9 anak
perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun (Yang Tidak & Ditunda,
n.d.).

Mengingkat banyaknya dampak negatif yang disebabkan oleh perkawinan anak,
pemerintah telah mengambil beberapa langkah strategis dan praktis untuk menguranginya.
Di tingkat hulu, pemerintah sudah menunjukkan komitmennya untuk mencegah
perkawinan anak. Salah satunya adalah dengan diaturnya batas usia perkawinan yaitu 19
tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan (UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubabhan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik [[DIH
BPK RIJ,n.d.). Melalui Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan, perubahan
atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam
menekan angka perkawinan anak.

Di tingkat hilir, kesadaran pemerintah Desa tentang dampak negatif perkawinan
anak juga mulai tampak di berbagai wilayah. Seperti yang terjadi di wilayah Madura.
Pemerintahan Desa di beberapa kabupaten di Madura secara aktif melakukan sosialisasi
tentang batasan usia perkawinan melalui kegiatan-kegiatan Desa (Asiah STKIP PGRI
Sumenep et al., 2020). Segala upaya di tingkat hulu dan hilir untuk mencegah perkawinan
anak telah dilakukan. Namun sayangnya, tak jarang perkawinan anak terjadi karena
pengaruh orang tua dan motif yang justru muncul dari anak itu sendiri. Seperti motif ingin
menghindari zina, memperbaiki ekonomi, dan ingin mengurangi beban hidup (Faradina &
Surabaya, 2019).

Selanjutnya menyoal tentang perkawinan anak, salah satu kota dengan angka

perkawinan anak yang tinggi adalah Ponorogo. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka
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permohonan dispensasi perkawinan. Sebanyak 165 pasangan muda mudi mengajukan
dispensasi perkawinan di tahun 2020, angka ini naik 100% dari tahun sebelumnya yaitu
sebanyak 78 pasangan (Signifikannya Perkara Dispensasi Kawin Terus Meningkat Di Masa
Pandemi Covid-19 - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, n.d.). Di tahun 2021, angka
permohonan dispensasi kembali meningkat 90% yaitu sebanyak 296 pasangan. Menurut
Bappenas, tercatat ada 13.783 kasus permohonan dispensasi di Peradilan Agama dan 190
kasus di Pengadilan Negeri (AIP]2 2019). Sedangkan pengabulan permohonan dispensasi
perkawinan mencapai 99% kasus.

Melihat fenomena tingginya angka perkawinan anak di Ponorogo yang beriringan
dengan dorongan motif agama, maka mengadakan penyuluhan hukum tentang bahaya
perkawinan anak di lembaga pendidikan seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
(LKSA) penting untuk dilakukan. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk menekan angka
perkawinan anak di Ponorogo dan membuka wawasan peserta penyuluhan mengenai
perkawinan anak dari perspektif hukum.

Berdasarkan hasil wawancara awal sebelum pelaksanaan pengabdian, disimpulkan
bahwa minat anak asuh di LKSA untuk meneruskan pendidikan tinggi tergolong rendah.
Selain faktor ekonomi, pemahaman bahwa menikah bisa menjadi solusi atas semua
permasalahan masih diyakini oleh mayoritas anak asuh. Sehingga diusia 16-17 tahun,
kebanyakan dari anak asuh perempuan sudah memikirkan menikah daripada harus
bersekolah.
berzina. Sedangkan untuk dampak yang mungkin saja akan dihadapi anak-anak pasca
menikah nyaris tidak terfikirkan. Permasalahan finansial, ketidakmatangan kondisi
psikologis, pemahaman agama yang minim, serta kemampuan mengatur emosi pasca
menikah sama sekali tidak terfikirkan. Oleh karena itu, perlu untuk diberikan penyuluhan
tentang apa itu perkawinan anak baik dari segi hukum, agama, serta dampak yang akan
dihadapi dalam pekawinan anak.

Adapun target dari penyuluhan ini adalah terbentuknya kesadaran anak asuh di

LKSA untuk tidak melakukan perkawinan anak. Serta menumbuhkan minat anak asuh
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untuk meneruskan studi. Sebagai tindak lanjut dari penyuluhan, kami juga membuka ruang
konseling bagi remaja yang sedang menghadapi permasalahan psikologis. Sehingga anak
asuh di LKSA memiliki teman yang dipercaya untuk memberikan solusi dan
mendengarkan permasalahan yang sedang mereka hadapi.

METODE

Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan ABCD (Asez Based
Community Development) yang memfokuskan pada pengembangan asset local yang ada di
sebuah wilayah. Dengan memaksimalkan asset yang dimiliki, diharapkan mampu
mengatasi permasalahan yang muncul di lokasi pengabdian. terdapat tujuh modal yang
dapat dikembangkan dalam pendekatan ABCD.7 Ketujuh modal tersebut yaitu: 1) modal
fisik (physical capital) yang terdiri dari bangunan dan infrastruktur; 2) modal finansial
(finansial capital) yang berupa dukungan keuangan; 3) modal lingkungan (environmental capital)
berupa potensi alam; 4) modal teknologi (technological capital) yang berupa teknologi digital;
5) modal manusia (buman capital) yang berupa sumber daya manusia; 6) modal sosial (socia/
capital) yang berupa perilaku; dan 7) modal spiritual (spiritual capital) yang berupa pemberian
bantuan empati, perhatian, dan kasih sayang.

Adapun modal dalam pendekatan ABCD yang dimaksimalkan dalam pengabdian
ini adalah modal manusia dan modal social yang dimiliki oleh lokasi pengabdian. Tahapan-
tahapan pengabdian ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini:

1. Observasi lapangan:: Kegiatan pengabdianyang dilakukan di LKSA Al-Ikhlas.

Peserta penyuluhan terditi dari 40 santri tingkat SMP/Mts dan SMA/MA di
LKSA Al-Ikhlas yang beralamat di Jalan Muria No.15, Kelurahan Bangunsari,
Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Objek pengabdian masyarakat
dalam penyuluhan ini adalah anak usia sekolah. Dengan harapan mereka
memiliki motivasi untuk melanjutkan studi dengan baik dan menghindari
perkawinan anak.

2. Koordinasi dengan mitra: kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui kerjasama

dengan berbagai pihak. antara lain; dosen IAIRM Ngabar Ponorogo yang

menyampaikan materi tentang perkawinan anak dalam pemahaman agama;
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praktisi hukum EM Law and office yang menyampaikan materi tentang
perspektif hukum positif di Indonesia ; dosen IAIN Ponorogo yang
menyampaikan materi tentang dispensasi perkawinan dan dampaknya bagi
psikologi perkembangan anak

3. Sosialisasi program: Pelaksanaan kegiatan penyuluhan tentang bahaya
perkawinan anak ini dilakukan dengan menyampaikan materi tentang
perkawinan anak dalam perspektif agama Islam, perspektif hukum positif di
Indonesia yang, dan dispensasi perkawinan dan dampaknya bagi psikologi
perkembangan anak. Materi disampaikan dengan memberikan edukasi dalam
bentuk presentasi melalui power poin dan tebak gambar.

4. Monitoring dan evaluasi: diakhir kegiatan, pemateri memberikan pertanyaan
kepada peserta sesuai dengan materi yang disampaikan. Pada sesi evaluasi
selanjutnya, peserta diminta untuk memberikan refleksi atas kegiatan
penyuluhan melalui s#gy note. Pemateri memberikan apresiasi bagi peserta yang
memberikan jawaban terbaik dalam bentuk buku, uang, dan peralatan sekolah.
Sebelum menutup kegiatan, pemateri meminta komitmen para peserta untuk

bersama-sama mencegah perkawinan anak.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

LKSA Al-Ikhlas terletak di pusat kota Ponorogo. Tepatnya di Jalan Muria No.15,
Kelurahan Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Lembaga Kesejahteraan
Sosial Anak (LKSA) merupakan alternatif pengasuhan bagi anak yang tidak diasuh oleh
keluarga ini, keluarga besar, kerabat maupun keluarga pengganti. LKSA legal secara hukum
berdasarkan Permensos No 30/Huk/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak.

LKSA bertujuan untuk membantu pengasuhan anak dari keluarga fakir miskin dan
terlantar yang ditinggal oleh salah satu keluarganya. Adapun di LKSA Al-Ikhlas Ponorogo,
mengkhususkan pengasuhan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin dengan
memberikan pendidikan, ketrampilan, pembentukan kemandirian ekonomi, dan

petlindungan kesehatan.
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Saat ini LKSA Al-Tkhlas memiliki 16 pengasuh dan 100 anak asuh. Pengasuh di LKKSA Al-
Ikhlas mendukung penuh pendidikan dan masa depan yang baik bagi seluruh anak
asuhnya. Hal ini telihat dari salah satu misinya yaitu anak menjadi pribadi yang kreatif,
inovatif, hidup sejahtera, dan berkualitas di masa depan. Namun sayangnya tak sedikit
anak asuh di LKSA Al-Tkhlas yang menganggap pernikahan sebagai salah satu cara untuk
memutus rantai kemiskinan dan permasalahan. Sehingga memandang pernikahan sebagai
salah satu keputusan terbaik meskipun di usia dini. Maka kegiatan penyuluhan hukum
tentang bahaya pernikahan anak mendapat sambutan yang hangat dari pihak LKSA al-
Ikhlas.

Adapun materi yang disampaikan dalam penyuluhan tersebut diberikan dalam
berbagai perspektif. Pernikahan dini dalam padangan hukum, agama, dan juga dampak
psikologis bagi anak pelaku perkawinan anak. Untuk materi lebih lengkapnya adalah
sebagai berikut:

Pertama, Perkawinan Anak Perspektif Agama. Perkawinan anak ini akan
menimbulkan beberapa pengaruh yang tidak baik. Pengaruh yang tidak baik ini
mengancam atas terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (hifz nafs), petlindungan terhadap
harta kekayaan (bifz al- maal), perlindungan terhadap agama (bifz al- din), dan perlindungan
terthadap keturunan (bifz an- nasl). Di dalam Al- Qur’an tidak ada ayat- ayat yang secara
tegas melarang perkawinan anak, akan tetapi dengan timbulnya pengaruh yang tidak baik
itu akan menimbulkan pengaruh juga terhadap tujuan perkawinan yang ada di dalam Al-
Qur’an.

Usia yang masih muda yang menjadi penyebab munculnya pengaruh yang tidak
baik di atas. Didalam keadaan tertentu perkawinan anak juga menimbulkan pengaruh yang
baik juga, seperti terhindarnya seseorang dari perbuatan zina. Akan tetapi setiap sisi positif
dan negatif harus menjadi pertimbangan yang berlandaskan nilai kemaslahatan yang akan
dicapai, dalam hal ini yaitu Magashid Syar:’ah. Hakim pengadilan harus teliti dan bijak dalam
memutuskan perkara perkawinan anak di bawah umur.

Ada tiga pendapat tentang batasan usia untuk melaksanakan perkawinan di

Indonesia, pertama, menurut perspektif hukum Islam, kedua, Undang- undang Nomor 1
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Tahun 1974 memberi izin bagi seorang wanita melakukan perkawinan pada usia 16 tahun
dan bagi pria pada usia 19 tahun, ketiga, BKKBN yang memberi anjuran usia perkawinan
yang ideal yaitu usia minimal untuk wanita 21 tahun dan bagi pria 25 tahun. Akan tetapi,
usia ideal dalam perspektit Magashidu Syariah (Rohman, 2017).

Hasil penelitian Rahmatiah HL, Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur,
Perkawinan anak di bawah umur merupakan faktor meningkatnya angka perceraian dan
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perkawinan anak di bawah umur biasanya masih
bersifat egois dan masih menggunakan harta dari orang tua. Agar terciptanya sebuah
keluarga yang bahagia dan kekal mestinya Pegawai Pencacat Nikah (PPN) yang berperan
sebagai pencatat dan pengawas setiap perkawinan harus lebih jeli dan tegas dalam

menjalankan tugas dan perannya (Rahmatiah, 2016).

Foto 1: Pelaksanaan penyuluhan hukum di LKSA Al-Tkhlas

Kedua, Dampak Perkawinan Anak Terhadap Ketahanan Keluarga Indonesia saat
ini menempati peringkat ke 7 dunia dan ke 2 ASEAN dengan angka perkawinan anak
tertinggi (KEMENPPA, 2018.). Pada tahun 2018 di Indonesia, 1 dari 9 anak perempuan
berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun (Kirana & Nisak, 2022).

Menurut data UNICEF dan UNFPA, factor yang melatarbelakangi maraknya
perkawinan anak antara lain; 1) faKtor ekonomi: perempuan dianggap beban keluarga

sehingga harus segera dinikahkan untuk mengurani beban keluarga; 2) faktor tempat
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tinggal: perempuan pedesaan dua kali lebih beresiko melakukan perkawinan anak
dibanding perempuan di perkotaan; 3) faktor tradisi dan agama: menikah lebih aman
daripada terjadi perzinahan, dan beberapa tradisi memiliki julukan perawan tua sehingga
perkawinan anak adalah sesuatu yang dibanggakan karena menandakan anak gadisnya
“laku” ( KI'T Royal Tropical Institute, n.d.).

Sedangkan dampak dari perkawinan anak di Indonesia antara lain: 1) menambah
tekanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga di usia anak-anak, dipaksa untuk mengambil
peran dan tanggungjawab orang dewasa, 2) beban ganda karena harus menjalani tugas
rumah tangga dan tugas pemenuhan ekonomi. Baik laki-laki maupun perempuan pelaku
perkawinan anak-anak memiliki potensi yang sama untuk mengalami dampak buruk

tersebut.

Foto 2: Pembukaan dilanjutkan dengan penyampaian penyuluhan

Ketiga, Perkawinan anak dalam hukum positif di Indonesia. Negara bersepakat
untuk menekan angka perkawinan anak. Salah satunya dengan dinaikkannya batas usia
perkawinan anak menjadi 19 tahun. Begitupula dalam UU no 35 tahun 2014 juga
melibatkan orang tua sebagai aktor utama mencegah perkawinan anak. Di tingkat daerah
bermunculan Surat Edaran maupun Instruksi Gubernur di tingkat Kabupaten/Kota
bahkan dalam bentuk Peraturan Desa (Bappenas, 2020.).

Namun permasalahan muncul di Lembaga Pengadilan Agama, seketat apapun

peraturan dan regulasi yang dikeluarkan di tingkat Nasional maupun Daerah, Pengadilan
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Agama justru memiliki mekanisme dispensasi perkawinan yang sangat longgar. Kenaikan
usia minimum perkawinan justru berdampak pada kenaikan angka permohonan dispensasi
perkawinan, bukan menekan angka perkawinan anak.

Hakim pada Pengadilan Agama tidak memiliki standar acuan, dan variable
pertimbangan untuk menolak permohonan dispensasi perkawinan. Alasan utama hakim
mengabulkan 99% permohonan dispensasi perkawinan adalah untuk menghindari zudarat
(kerugian atau bahaya) (Jaringan AKSI, n.d.). Namun lupa bahwa setelah permohonan
tersebut dikabulkan mudarat yang lebih luas dan komplek akan menghampiri pasangan anak
tersebut. Mudarat bagi pasangan suami istri, bagi anak yang dilahirkan, bagi lingkungan dan

masyarakat.

i FAKULTAS SYAPIaH
S|y,

Foto 3: Pemaparan materi dari praktisi hukum

Evaluasi Pelaksaan Penyuluhan Hukum di LKSA Al-Ikhlas Ponorogo. Penyuluhan
hukum mengenai dampak perkawinan anak ini diakhiri dengan sesi tanya jawab. Para
peserta tampak antusias dalam menanggapi pemaparan materi terutama dari segi hukum.
Beberapa dari peserta juga menyatakan bahwa mereka baru mengetahui tentang dispensasi
perkawinan yang ada di Pengadilan Agama. Pertanyaan yang muncul seputar bagaimana
jika dispensasi diajukan oleh pihak lain.

Materi tentang perkawinan anak dalam perspektif agama juga mendapatkan
tangapan positif. Mereka beranggapan bahwa Islam pada dasarnya tidak mengatur

mengenai batasan usia perkawinan. Namun jika ditinjau dari segi magashid syariah, benar
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bahwa meskipun tidak disebutkan secara eksplisit namun perkawinan anak bertentangan
dengan nilai-nilai dalam agama Islam.

Setelah sesi tanya jawab berakhir, para narasumber meminta komitmen seluruh
peserta untuk menolak dan mencegah pernikahan anak. Termasuk jika ada pihak-pihak
yang memaksa untuk melakukan perkawinan anak, maka para peserta penyuluhan harus
tegas dan menolak. Jika terpaksa harus sampai ke Pengadilan Agama, maka di depan hakim

harus tegas menyatakan ketidaksesiaannya untuk melakukan perkawinan anak.

Foto 4: Para peserta penyuluhan dan pemateri melakukan foto bersama setelah
berkomitmen untuk menolak perkawinan anak

Diakhir sesi evaluasi, pemateri menegaskan bahwa perkawinan anak tidak terjadi
dalam ruang hampa. Pengaruh keluarga sebagai institusi terkecil serta berbagai faktor di
dalamnya, termasuk kemiskinan, kerap ditengarai berkontribusi dalam praktik perkawinan
anak. Oleh karena itu, upaya pencegahannya juga harus menargetkan keluarga melalui
program peningkatan ketahanan keluarga, selain pengentasan kemiskinan dan faktor
terkait lain salah satunya adalah Lembaga peradilan melalui penguatan proses peradilan
untuk dispensasi perkawinan.

Pemateri memberi pesan kepada para anak asuh di LKSA Al-Ikhlas harus fokus
dalam menempuh pendidikan setinggi mungkin. Pendidikan adalah modal dasar untuk

meningkatkan kapasitas dan kualitas diri. Mitos yang menyatakan bahwa menikah adalah
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solusi atas semua permasalahan harus dihilangkan. Anak asuh juga harus meningkatkan
kemampuan manajemen diri baik manajemen emosi, sosial, dan juga manajemen waktu.
Sehingga kegiatan pendidikan formal di sekolah dan informal di LKSA Al-Ikhlas bisa

berjalan seimbang dan beriringan.

KESIMPULAN

Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia adalah tanggung jawab kita semua,
salah satunya tanggungjawab akademisi. Salah satu cara yang bisa dilakukan akademisi
adalah dengan terlibat aktif melakukan penyuluhan kepada remaja. Pemilihan lokasi LIKKSA
Al-Ikhlas adalah tepat karena anak asuh memiliki potensi yang besar untuk menjadi pelaku
perkawinan anak. Jika seluruh komponen masyarakat bersepakat memiliki kesamaan misi
untuk mencegak perkawinan anak dan aktif melakukan sosialiasi maka akan bisa
mendukung Target STRANAS PPA untuk menurunkan angka perkawinan anak menjadi
8,74% pada tahun 2024, dan menjadi 6,94% pada tahun 2030.

Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh akademisi dari IAIN Ponorogo dan
IAIRM Ngabar adalah salah satu bentuk pengabdian kolaboratif untuk memberikan
penyuluhan hukum tentang perkawinan anak dengan pendekatan yang berbeda sesuai
dengan kapasitas akademik masing-masing dosen.

Materi tersebut antara lain; perkawinan anak perspektif hukum positif; perkawinan
anak dalam perspektif wagashidu syariah; dan dampak perkawinan anak dari sesi psikologis.
Penyuluhan di LKSA Al-Ikhlas berjalan dengan lancar karena dukungan pengasuh dan

juga keaktifan peserta dalam mengikuti setiap sesi penyuluhan dan sesi evaluasi.
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